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ABSTRAK

Pengeluaran konsumsi rumah tangga yang tidak merata masih meninggalkan permasalahan yang
harus dihadapi di dalam pembangunan suatu daerah. Provinsi Papua yang terdiri dari 29
kabupaten/kota memiliki latar belakang perbedaan antar wilayah. Perbedaan tersebut dapat
menjadi hambatan dalam pemerataan ekonomi disetiap wilayah yang ada dan akan berdampak
pada pengeluaran konsumsi rumah tangga. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
pengaruh program pemberdayaan infrastruktur, program pemberdayaan ekonomi, dan program
pemberdayaan sosial terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga. Penelitian ini dilakukan di
setiap kabupaten/kota di Provinsi Papua. Data yang digunakan dari tahun 2016 — 2017. Teknik
analisis data yang digunakan adalah Teknik analisis deskriptif dan analisis regresi linear
berganda. Berdasarkan hasil analisis ditemukan secara simultan program pemberdayaan
infrastruktur, pemberdayaan ekonomi dan pemberdayaan sosial secara simultan tidak
mempunyai pengaruh nyata dan signifikan terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga. Hal
ini juga berdampak kepada masi tingginya kemiskinan di tanah Papua, berdasarkan hasil analisis
di temukan bahwa program-program tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan
terhadap kemiskinan di Papua.

Kata kunci : program pemberdayaan infrastruktur, program pemberdayaan ekonomi,
program pemberdayaan sosial, pengeluaran konsumsi rumah tangga

ABSTRACT

Uneven household consumption expenditure still leaves problems that must be faced in the
development of an area. Papua Province consisting of 29 districts / cities has a background
of differences between regions. Such differences can be an obstacle in economic equality in
each region and will have an impact on household consumption expenditures. The purpose
of this research is to determine the influence of infrastructure empowerment programs,
economic empowerment programs, and social empowerment programs on household
consumption expenditures. This research was conducted in every district / city in papua
province. Data used from 2016 — 2017. Data analysis techniques used are descriptive
analysis techniques and multiple linear regression analysis. Based on the results of the
analysis found simultaneously infrastructure empowerment programs, economic
empowerment and social empowerment simultaneously have no real and significant
influence on household consumption expenditures. This also has an impact on the high level
of poverty on Papuan soil, based on the results of the analysis found that these programs do
not have a significant influence on poverty in Papua.

Keywords: infrastructure empowerment programs, economic empowerment programs,
social empowerment programs, household consumption expenditures
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PENDAHULUAN

Tujuan suatu bangsa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan
kemakmuran masyarakatnya. Dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan
kemakmuran masyarakat tersebut, pemerintah melakukan pembangunan di segala
bidang. Ada dua jenis pembangunan yang di lakukan pemerintah yaitu
pembangunan nasional dan pembangunan daerah. Pembangunan daerah merupakan
bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan nasional. Pada umumnya,
pembangunan nasional dan pembangunan daerah di negara-negara berkembang
seperti Indonesia lebih dititik beratkan pada pembangunan ekonomi. Hal ini di
sebabkan karena pada negara berkembang, yang dirasakan adalah keterbelakangan
ekonomi, dan pembangunan di bidang ekonomi dapat mendukung pencapaian
tujuan, atau mendorong perubahan-perubahan dalam masyarakat. Pembangunan di
bidang ekonomi diarahkan untuk mendorong pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
Nantinya diharapkan semua potensi perekonomian yang dimiliki masyarakat
mampu dikembangkan untuk menanggulangi kemiskinan disamping memacu
pertumbuhan dan menciptakan lapangan pekerjaan.

Kemiskinan merupakan masalah yang hingga saat ini masi sulit untuk di
selesaikan. Untuk menuju solusi kemiskinan penting bagi kita untuk menelusuri
secara detail indikator-indikator kemiskinan tersebut. Kemiskinan telah menjadi
perhatian utama dalam perkembangan kebijakan sosial (Alcock, 2012). Kemiskinan
dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya
akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Masalah yang dihadapi oleh negara

berkembang adalah kemiskinan (Vincent, 2009). Kemiskinan juga dapat diartikan
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sebagai ketidakberdayaan sekelompok masyarakat terhadap system yang
diterapkan oleh suatu pemerintahan sehingga mereka berada pada posisi yang
sangat lemah dan tereksploitasi (kemiskinan struktural).

Secara umum kemiskinan jika dilihat dari penyebab dapat dikategorikan
menjadi 3 kelompok utama yaitu kemiskinan struktural, kemiskinan kultural dan
kemiskinan alami. Kemiskinan struktural lebih disebabkan pada hal-hal yang
berhubungan dengan kebijakan, peraturan, serta lembaga yang ada di masyarakat
yang menghambat produktivitas dan mobilitas masyarakat. Kemiskinan kultural
berkaitan dengan nilai-nilai sosial budaya yang tidak produktif, tingkat kesehatan
yang buruk serta tingkat pendidikan yang rendah sedangkan kemiskinan alami
terkait dengan kondisi alam dan geografis yang tidak mendukung masyarakat
seperti daerah yang tandus, terpencil atau bahkan terisolasi (Santosa, 2003).

Beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya kemiskinan menuru Hartomo
dan Aziz dalam Dadan Hudyana (2009) yaitu, 1). Pendidikan yang terlampau
rendah, tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan seseorang kurang
mempunyai keterampilan tertentu yang diperlukan dalam kehidupannya.
Keterbatasan pendidikan atau keterampilan yang dimiliki seseorang menyebabkan
ketebatasan kemampuan seseorang untuk masuk dalam dunia kerja. 2). Malas
Bekerja, adanya sikap malas (bersikap pasif atau bersandar pada nasib)
menyebabkan seseorang bersikap acuh tak acuh dan tidak bergairah untuk bekerja.
3). Terbatasnya Lapangan Kerja, keterbatasan lapangan kerja akan membawa
konsekuensi kemiskinan bagi masyarakat. Secara ideal seseorang harus mampu

menciptakan lapangan kerja baru sedangkan secara faktual hal tersebut sangat kecil
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kemungkinannya bagi masyarakat miskin karena keterbatasan modal dan
ketrampilan, sehingga berpengaruh pada pendapatan. Adapun data tingkat

kemiskinan di Indonesia dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut.
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Gambar 1.
Daftar Provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia Periode
Maret 2020

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia, 2020

Berlandaskan data pada Gambar 1.1 dapat diketahui bahwa salah satu
provinsi di Indonesia yang memiliki tingkat kemiskinan paling tinggi adalah
Provinsi Papua. Papua memiliki tingkat kemiskinan sebesar 26,64%, sehingga
menarik untuk melakukan penelitian pada Provinsi Papua. Provinsi Papua
merupakan salah satu daerah dengan sumber daya alam yang sangat kaya. Sumber
daya alam yang kaya ternyata tidak menjadi suatu jaminan bahwa daerah tersebut

akan terhindar dari kemiskinan. Adanya tambang emas dan minyak di Papua
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ternyata tidak berdampak dalam mengurangi kemiskinan di Papua. Papua dengan
banyaknya sumber daya alam ternyata tidak menjadi jaminan bahwa akan terhindar
dari masalah kemiskinan.

Dengan melihat masih banyaknya penduduk miskin yang tersebar diberbagai
wilayah di Papua, dengan kata lain pembangunan yang dilakukan di Papua dapat
dikatakan tidak berjalan dengan baik. Menurut BPS (Badan Pusat Statistik), tingkat
kemiskinan didasarkan pada jumlah rupiah konsumsi berupa makanan yaitu 2100
kalori per orang per hari (dari 52 jenis komoditi yang dianggap mewakili pola
konsumsi penduduk yang berada dilapisan bawah), dan konsumsi nonmakanan
(dari 45 jenis komoditi makanan sesuai kesepakatan nasional dan tidak dibedakan
antara wilayah pedesaan dan perkotaan). Patokan kecukupan 2100 kalori ini
berlaku untuk semua umur, jenis kelamin, dan perkiraan tingkat kegiatan fisik,
berat badan, serta perkiraan status fisiologis penduduk, ukuran ini sering disebut
dengan garis kemiskinan. Adapun data Rata-Rata Konsumsi Kalori dan Protein per
Kapita di Indonesia selama tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa provinsi di Indonesia yang memiliki rata rata
konsumsi protein per kapita per hari paling rendah selama 2015-2019 adalah
provinsi Papua yakni dengan jumlah konsumsi protein sebanyak 44,66 gram per
hari, kemudian apabila ditinjau dari rata rata konsumsi kalori per kapita per hari
paling selama 2015-2019, provinsi Papua menempati posisi ketiga terendah. Data
memberikan informasi bahwa selama tahun 2019 rata-rata konsumsi kalori per hari
di Papua adalah 1.863,07 kkal, yaitu berada dibawah patokan kecukupan konsumsi

kalori yang ditetapkan di Indonesia sebanyak 2100 kalori. Kondisi ini
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mencerminkan Provinsi Papua memiliki tingkat konsumsi rumah tangga paling

rendah di Indonesia.

Tabel 1.
Rata-Rata Konsumsi Kalori (kkal) dan Protein (gram) per Kapita terendah
di Indonesia selama tahun 2015-2019

Rata-Rata Konsumsi Kalori per Kapita per Hari Rata-Rata

. Menurut Provinsi, 2015-2019 Selama

Provinsi 5 tahun

2015 2016 2017 2018 2019 .
1 Maluku Utara 1688.34 1720.41 1783.27 1820.23 1765.13 1755.48
2 Maluku 1760.56 1837.22 1886.52 1780.90 1782.61 1809.56
3 Papua 1807.66 1764.80 1924.39 1842.23 1863.07 1840.43
4 Papua Barat 1832.98 1828.53 1875.44 1944.26 1922.27 1880.70
5 Kalimantan Utara 1720.20 1831.17 1977.32 1973.97 2006.92 1901.92
6  Nusa Tenggara Timur 1775.22 1889.63 2031.60 1956.37 1916.72 1913.91
7  Kalimantan Barat 1935.91 1955.17 1960.58 1924.96 1912.03 1937.73
8 Kalimantan Timur 1868.19 1909.87 1997.46 1998.36 2022.32 1959.24
9 Jawa Tengah 1936.26 1964.01 2080.76 2106.67 2045.63 2026.67
10 Lampung 1933.47 1952.08 2150.83 2082.31 2050.79 2033.90
Rata-rataKonsumsiProteinperKapitaperHari Rata-Rata

. MenurutProvinsi,2015-2019 Selama

No Provinsi Stahun

2015 2016 2017 2018 2019 .
1 Papua 39.48 38.40 46.03 44.04 44.66 1755.48
2 Maluku Utara 45.13 46.57 49.77 49.17 48.43 1809.56
3  Maluku 47.60 50.07 53.90 50.21 50.69 1840.43
4 Nusa Tenggara Timur 46.27 49.40 55.92 53.40 53.78 1880.70
5 Papua Barat 49.69 50.00 53.20 56.48 56.60 1901.92
6 Kalimantan Barat 51.95 52.79 56.16 55.66 55.82 1913.91
7  Lampung 50.35 51.15 58.57 56.29 57.30 1937.73
8 Jambi 51.31 51.89 57.18 57.73 57.83 1959.24
9  Sulawesi Barat 53.07 55.91 55.41 55.08 58.79 2026.67
10 Sulawesi Tengah 53.36 53.36 59.63 57.90 57.09 2033.90

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia, 2020

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa provinsi di Indonesia yang memiliki rata rata
konsumsi protein per kapita per hari paling rendah selama 2015-2019 adalah
provinsi Papua yakni dengan jumlah konsumsi protein sebanyak 44,66 gram per

hari, kemudian apabila ditinjau dari rata rata konsumsi kalori per kapita per hari
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paling selama 2015-2019, provinsi Papua menempati posisi ketiga terendah. Data
memberikan informasi bahwa selama tahun 2019 rata-rata konsumsi kalori per hari
di Papua adalah 1.863,07 kkal, yaitu berada dibawah patokan kecukupan konsumsi
kalori yang ditetapkan di Indonesia sebanyak 2100 kalori. Kondisi ini
mencerminkan Provinsi Papua memiliki tingkat konsumsi rumah tangga paling
rendah di Indonesia.

Upaya pemerintah untuk meningkatkan pengeluaran konsumsi rumah tangga
di Papua yakni dengan cara melakukan berbagai macam pemberdayaan atau
pembangunan. Pemberdayaan yang dilakukan pemerintah pada Provinsi Papua
diantaranya adalah program pemberdayaan infrastruktur, program pemberdayaan
perekonomian, dan program pemberdayaan sosial. Program pemberdayaan
infrastruktur yang telah dilakukan pemerintah salah satunya adalah pembangunan
jalan raya Trans Papua. Program pemberdayaan perekonomian yang dilakukan
pemerintah pada Provinsi Papua menurut data Badan Pusat Statistik adalah
meningkatkan pembangunan pasar, meningkatkan penginapan/hotel, dan
meningkatkan pembangunan koperasi. Selanjutnya program pemberdayaan sosial
yang dilakukan adalah meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar seperti
meningkatkan pembangunan sekolah, rumah sakit, puskesmas, dan lainnya.
Adanya program pemberdayaan tersebut diharapkan dapat meningkatkan
pendapatan masyarakat, sehingga pendapatan yang meningkat tentu daya beli
masyarakat juga meningkat yang pada akhirnya dapat meningkatkan pengeluaran

konsumsi rumah tangga.
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Pengeluaran konsumsi pertama-tama ditentukan oleh tingkat pendapatan.
Beberapa teori mengenai pengeluaran konsumsi menyebutkan bahwa untuk
memperoleh kepuasan maksimum dalam mengkonsumsi satu atau beberapa barang
sangat dibatasi oleh pendapatan. Semakin tinggi penghasilan rumah tangga
semakin banyak pula kebutuhan yang akan mereka penuhi. Penelitian yang
berkaitan dengan korelasi antara pola konsumsi dan pendapatan keluarga sudah
cukup sering dilakukan. Salah satu teori yang berhubungan dengan itu diantaranya
adalah Hipotesis Pendapatan Absolut yang menyebutkan semakin tinggi
pendapatan suatu keluarga, maka pengeluaran untuk konsumsi akan tinggi. Masi
banyak lagi faktor lain yang mempengaruhi tingkat konsumsi yaitu anggota
keluarga, pola konsumsi, tingkat pendidikan dan pendapatan keluarga. Salah satu
teori yang berhubungan dengan itu diantaranya adalah Hipotesis Pendapatan
Absolut yang menyebutkan semakin tinggi pendapatan suatu keluarga, maka
pengeluaran untuk konsumsi akan semakin tinggi.

Berlandaskan pada penelitian Etavianti (2014) menyatakan bahwa
pengeluaran konsumsi rumah tangga dipengaruhi secara signifikan oleh
pertumbuhan ekonomi sehingga pemerintah diharapkan terus menggerakkan
sektor-sektor produktif, memperluas lapangan kerja dan menciptakan iklim
berusaha yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya
akan meningkatkan konsumsi masyarakat. Fidayetti dan Ardianto (2011) juga
menyatakan bahwa banyak faktor yang mempengaruhi besarnya pengeluaran
konsumsi rumah tangga diantaranya terdiri dari faktor ekonomi (seperti pendapatan

rumah tangga, kekayaan rumah tangga dan tingkat bunga), faktor demografi atau
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kependudukan, dan faktor non ekonomi (seperti faktor sosial-budaya masyarakat).
Hasil tersebut mengindikasikan bahwa pemberdayaan perekonomian dan
pemberdayaan sosial dari pemerintah dapat mempengaruhi pengeluaran konsumsi
rumah tangga. Penelitian serupa oleh Badriyah (2016) juga menyatakan bahwa
pengeluaran konsumsi rumah tangga bukan hanya dapat dipengaruhi oleh
pembangunan ekonomi, namun juga dipengaruhi pembangunan sosial. Selanjutnya
pada penelitian Arniana (2017) menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur
yang mendorong perputaran ekonomi dapat mendorong laju pengeluaran konsumsi
rumah tangga. Namun hasil berbeda diperoleh dalam penelitian Padli dkk (2020)
menemukan hasil bahwa tidak ada pengaruh signifikan antara pertumbuhan
ekonomi dengan pengeluaran konsumsi rumah tangga.

Berdasarkan pada hasil penelitian terdahulu yang tidak konsisten (research
gap) dan fenomena masalah yang menunjukkan bahwa tingginya tingkat
kemiskinan dan rendahnya tingkat konsumsi rumah tangga di Provinsi Papua, maka
tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh program pemberdayaan
infrastruktur, perekonomian dan sosial dari pemerintah terhadap pengeluaran
konsumsi rumah tangga di Papua. Adapun kerangka konseptual dalam penelitian

ini seperti yang disajikan pada Gambar 2 berikut:
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Gambar 2.
Kerangka Konseptual

Sumber : Hasil pemikiran peneliti, 2021

Berdasarkan kerangka konsep penelitian dan pokok permasalahan maka
hipotesis dalam penelitian ini yaitu :

Hi: Program Pemberdayaan Insfraktruktur, Pemberdayaan Ekonomi dan
Pemberdayaan Sosial secara parsial berpengaruh positif terhadap terhadap
pengeluaran konsumsi rumah tangga di Papua.

H>: Program Pemberdayaan Insfraktruktur, Pemberdayaan Ekonomi dan
Pemberdayaan Sosial secara simultan berpengaruh signifikan terhadap
pengeluaran konsumsi rumah tangga di Papua

METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan

kuantitatif yang akan dijelaskan secara asosiatif. Penelitian ini di lakukan di
Provinsi Papua karena Provinsi Papua merupakan Provinsi yang memiliki tingkat
kemiskinan paling tinggi di Indonesia serta hampir semua kabupaten dan kota
mempunyai jumlah penduduk miskin yang cukup banyak. Banyaknya penduduk
miskin di Provinsi Papua tentu akan berdambak terhadap pengeluaran konsumsi
rumah tangga. Selain itu tingkat konsumsi rumah tangga di papua masih dibawah
standar konsumsi yang ditentukan Pemerintah, yakni berada dibawah 2100 kkal,
dan menduduki peringkat tiga konsumsi paling rendah di Indonesia.

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat atau dependent variable

adalah Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga (). Pengeluaran Konsumsi Rumah
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tangga dalam penelitian ini dicerminkan dari besarnya tingkat konsumsi rumah
tangga menurut kabupaten/kota di Provinsi Papua. Variabel bebas atau independent
variable dalam penelitian ini adalah Program pemberdayaan infrastruktur (Xy),
Program pemberdayaan perekonomian (X:) dan Program pemberdayaan sosial
(X3). Pemberdayaan infrastruktur dalam penelitian ini dicerminkan dari banyaknya
program pembangunan infrastruktur menurut kabupaten/kota di Provinsi Papua.
Pemberdayaan ekonomi dalam penelitian ini dicerminkan dari banyaknya program
pertumbuhan ekonomi menurut kabupaten/kota di Provinsi Papua. Pemberdayaan
sosial dalam penelitian ini dicerminkan dari banyaknya program pembangunan
sosial menurut kabupaten/kota di Provinsi Papua.

Dalam penelitian ini, data kuantitatif yang digunakan meliputi data Peranan
PDRB dengan Pertambangan dan Penggalian Menurut Lapangan Usaha Tahun
2013 — 2017 (persen), Dana Desa Bersumber dari APBN, Alokasi Dana Desa
(AAD), Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi, Bantuan Keuangan dari APBD
Kab/Kota, data tentang Konsumsi dan data kemiskinan menggunakan rasio Gini.
Dalam penelitian ini, data kualitatif yang digunakan meliputi data jurnal-jurnal
pendukung terkait variabel yang diteliti, data hasil wawancara dengan pengusaha
kerajinan tenun dan gambaran umum Papua, seperti gambaran umum geografis
wilayah provinsi Papua, gambaran umum pengeluaran konsumsi rumah tangga, dan
pertumbuhan ekonomi dan kontribusi PDRB Provinsi Papua.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengamati,
mencatat, serta mempelajari uraian dari buku-buku, artikel, karya ilmiah berupa

skripsi, jurnal, dan dokumen-dokumen yang terdapat dari instansi terkait seperti
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Badan Pusat Statistik, browsing melalui website dan buku-buku literatur tentang
program pemberdayaan infrastruktur, ekonomi, dan sosial terhadap pengeluaran
konsumsi rumah tangga di Provinsi Papua. Teknik analisis data yang digunakan

terdiri dari analisis deskriptif, uji asumsi klasik, dan analisis regresi linier berganda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsumsi merupakan pengeluaran total untuk memperoleh barang dan jasa
dalam suatu perekonomian dalam jangka waktu tertentu. Pengeluaran konsumsi
menjadi komponen utama dari Produk Nasional Bruto, karena itu perhatian utama
perlu diperhatikan dan diputuskan pada analisis faktor yang menentukan
pengeluaran konsumsi. Khusus untuk pengeluaran konsumsi rumah tangga, ada
faktor yang paling menentukan diantaranya yaitu tingkat pendapatan rumah tangga.
Semakin tinggi pendapatan rumah tangga atau masyarakat secara keseluruhan maka
akan semakin tinggi pula tingkat konsumsi. (Masagus, 2007:5)

Menurut Friedman dan Modigliani, bahwa setiap individu akan
memperoleh kepuasan yang lebih tinggi apabila mereka dapat mempertahankan
pola konsumsi yang stabil daripada kalau harus mengalami kenaikan dan penurunan
dalam konsumsi mereka. Tetapi Modigliani melanjutkan dengan menyatakan
bahwa orang akan berusaha menstabilkan tingkat konsumsi mereka sepanjang
hidupnya dan juga menganggap penting peranan kekayaan atau aset sebagai
penentu tingkah laku konsumsi.

Seseorang atau suatu rumah tangga akan terus menambah proporsi

konsumsi makanannya sebanding dengan tingkat pertambahan dari penghasilan
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yang di terimanya sampai batas tertentu, penambahan pendapatan tidak lagi
menyebabkan bertambahnya jumlah makanan yang dikonsumsi karena pada
dasarnya kebutuhan manusia akan makanan mempunyai titik jenuh. Sehingga
terdapat kecendrungan bahwa semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin
berkurang presentase pendapatan yang dibelanjakan untuk makanan. Oleh karena
itu, komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan sebagai ukuran untuk
menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, dengan asumsi bahwa penurunan
presentasi pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran merupakan
gambaran membaiknya tingkat perekonomian penduduk (Dian,2007:3). Besarnya
tingkat konsumsi masyarakat mencerminkan tingkat kemakmuran masyarakat
tersebut, artinya makin tinggi tingkat konsumsi masyarakat, berarti makin tinggi
pula tingkat kemakmurannya.

Pendapatan seseorang merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh
dengan kegiatan konsumsi, dikarenakan konsumsi berbanding lurus dengan
pendapatan. Semakin tinggi penghasilan yang diterima seseorang maka akan
cenderung semakin besar pengeluran yang digunakan untuk konsumsi. Demikian
juga dengan perilaku tabungan, apabila pendapatan seseorang meningkat, baik
untuk konsumsi maupun tabungan akan sama-sama bertambah, akan tetapi berlaku
pada masyarakat dengan kehidupan ekonomi yang relatif sudah aman. Laju
pertumbuhan ekonomi yang berubah dari tahun ke tahun berpengaruh pula terhadap
terhadap pengeluaran konsumsi yang akan dilakukan oleh masyarakat serta
perkembangan teknologi yang demikian pesat juga mempengaruhi sikap dan

tingkah laku masyarakat dalam berkonsumsi.
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Papua adalah salah satu provinsi terluas di Indonesia yang terletak di bagian
tengah Pulau Papua atau bagian paling timur Papua bagian barat. Belahan timurnya
merupakan negara Papua Nuigini. Provinsi Papua dulu mencakup seluruh wilayah
Papua bagian barat, namun sejak tahun 2003 dibagi menjadi dua provinsi dengan
bagian timur tetap menggunakan nama Papua sedangkan bagian baratnya memakai
nama Papua Barat. Pulau Papua mempunyai luas 808.105 km persegi dan
merupakan pulau terbesar kedua di dunia dan terbesar pertama di Indonesia. Papua
sebelah Utara : Samudera Pasifik, Selatan: Samudera Hindia, Laut Arafuru, Teluk
Carpentaria, Australia, Barat: Papua Barat, Kepulauan Maluku, dan Timur : Papua
Nuigini. Berikut ini adalah peta dari Provinsi Papua.

Gambar 4.1 Peta Provinsi Papua

ROV PAPUA BARAT

PAPUA NEW QUINEA

&£ 5
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Peta Provinsi Papua

Sumber : Peta Provinsi Papua, htpps://papua.go.id
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Provinsi Papua memiliki luas area sekitar 421,981 kilometer persegi dengan
jumlah populasi penduduk hanya sekitar 2,5 juta. Lebih dari 71% wilayah Papua
merupakan hamparan hutan hujan tropis yang sulit di tembus karena terdiri atas
lembah-lembah yang curam dan pegunungan tinggi, dan sebagian dari pegunungan
tersebut diliputi dengan salju. Perbatasan antara Indonesia dengan Papua Nugini
ditandai dengan 141 garis Bujur Timur yang memotong pulau Papua dari utara ke
selatan.

Provinsi Papua dulu mencakup seluruh wilayah Papua bagian barat. Pada
masa pemerintahan colonial Hindia Belanda. Wilayah ini dikenal sebagai Nugini
Belanda. Setelah bergabung dengan negara Indonesia, wilayah ini dikenal sebagai
Provinsi Irian Barat sejak tahun 1969 hingga 1973. Namanya kemudian diganti
menjadi Irian Jaya oleh Soeharto pada saat meresmikan tambang tembaga dan emas
Freeport, nama yang tetap digunakan secara resmi hingga tahun 2002.UU No. 21
Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua dan nama Irian Jaya di ganti menjadi
Papua.

Secara administrative Provinsi Papua terbagi dalam 29 wilayah
pemerintahan, dengan 28 kabupaten dan 1 kota dengan 470 kecamatan dan 4.375

desa/kelurahan.

Tabel 2.
Jumlah Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Keluarahan 2017
Kabupaten/Kota Jumlah Desa
Jumlah Kecamatan
Merauke 20 168
Jayawijaya 37 312
Jayapura 19 144
Nabire 15 85
Kepulauan Yapen 14 145
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Biak Numfor 19 262
Paniai 10 70
Puncak Jaya 26 302
Mimika 12 86
Boven Digoel 20 112
Mappi 15 162
Asmat 19 211
Yahukimo 51 518
Pegunungan Bintang 34 277
Tolikara 48 549
Sarmi 18 102
Keerom 7 61
Waropen 10 108
Supiori 5 38
Mamberamo Raya 9 59
Nduga 8 32
Lanny Jaya 10 143
Mamberamo Tengah 5 59
Yalimo 5 27
Puncak 8 80
Dogiyai 10 79
Intan Jaya 6 78
Deiyai 5 67
Kota Jayapura 5 39

Statistik deskriptif menunjukan bahwa dari 29 Kabupaten/Kota paling banyak
506 desa menerima dana bersumber dari APBN (X1) dan paling sedikit 14 desa.
Variabel alokasi dana desa (X>2) yaitu sebanyak 302 desa yang menerima alokasi
dana desa dan ada desa yang sama skali tidak menerima alokasi dana desa. Variabel
bantuan keuangan dari APBD provinsi (X3) rata-ratanya (mean) sebanyak 59 desa.
Maximal ada 488 desa yang menerima bantuan keuangan dari APBD provinsi.

Variabel bantuan keuangan dari APBD Kabupaten/Kota (Xs) adalah
sebanyak 129 desa telah menerima bantuan keuangan dari APBD

Kabupaten/Kota.Variabel konsumsi (Y) rata-ratanya (mean) sebesar 62,5 dengan
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standar deviasi 7,561883. Jumlah konsumsi tertinggi yaitu 76,23 dan terendah
44,63. Variabel Gini Rasio () rata-ratanya (mean) sebesar 0,302069 dengan
standar deviasi sebesar 0,0705276. Gini rasio tertinggi yaitu 0,46 dan terendah 0,18.
Hasil estimasi program pemberdayaan ekonomi melalui bantuan keuangan
dari APBD Kab/kota, bantuan keuangan dari APBD provinsi, alokasi dana desa dan
dana desa bersumber dari APBN terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga
menunjukkan bahwa besarnya nilai Adjusted R square adalah sebesar 0,0109 ini
berarti pengaruh variabel Bantuan Keuangan Dari APBD Kab/kota, bantuan
keuangan dari APBD Provinsi, alokasi dana desa dan dana desa bersumber dari
APBN terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 1,09 persen
sedangkan sisanya sebesar 98,91 persen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak
masuk dalam model penelitian. Hasil juga menunjukkan Fnitung Sebesar 1,08 lebih
kecil dari Franel S€besar 2,78 maka Ho diterima yang berarti bahwa variabel dana
desa bersumber dari APBN (X1), alokasi dana desa (X2) dan bantuan keuangan dari
APBD provinsi (X3) dan bantuan keuangan dari APBD Kab/Kota (X4) tidak
berpengaruh secara simultan terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga.
Besarnya nilai koefisien regresi dari variabel bebas dana desa bersumber
dari APBN, alokasi dana desa, bantuan keuangan dari APBD provinsi, dan bantuan
keuangan dari APBD Kab/Kota, konstanta dan variabel terikat (pengeluaran
konsumsi rumah tangga), maka diperoleh persamaan regresi berikut:
Y =60,7242 + 0,0204811 X1 + 0,0028437X>— 0,0090244X3— 0,0627119X4
Nilai f1 = 0,0204811 artinya apabila alokasi dana desa (X2), bantuan

keuangan dari APBD provinsi (X3), bantuan keuangan dari APBD Kab/Kota (X4)

2590



E-JURNAL EKONOMI PEMBANGUNAN UNIVERSITAS UDAYANA Vol. 10 No 6 JUNI

dianggap konstan maka meningkatnya dana desa bersumber dari APBN (X1)
disetiap Kabupaten dan Kota akan meningkatkan konsumsi (YY) rata-
rata sebesar 0,0204811 persen. Peningkatan konsumsi sebesar 0,0204811
persendisebabkan karena sebanyak 5.179 desa mendapatkan dana desa
bersumberdari APBN dari total 5.411 desa yang ada di Provinsi Papua.
Artinyahanya 232 desa yang belum mendapatkan dana desa bersumber dari APBN.
Nilai B2 = 0,002843 artinya apabila dana desa bersumber dari APBN (Xy),
bantuankeuangan dari APBD provinsi (X3) dan bantuan keuangan dari APBD per
Kab/Kota (X4) dianggap konstan maka meningkatnya alokasi dana desa (ADD)
disetiap Kabupaten dan Kota akan meningkatkan Konsumsi (Y) rata-rata sebesar
0,002843 persen. Peningkatan konsumsi oleh alokasi dana desa lebih kecil yaitu
0,002843 persen dibandingkan dengan dana desa bersumber dari ABPN.Hal ini
disebabkan karena dari total 5.411 desa yang ada hanya 2.773 desa yang
mendapatkan alokasi dana desa dari Pemerintah.

Nilai B3 = 0,0090244 artinya apabila dana desa bersumber dari APBN
(X1), alokasi dana desa (X2) dan bantuan keuangan dari APBD Kab/Kota (Xa4)
dianggap konstan maka meningkatnya bantuan keuangan dari APBD provinsi (X3)
disetiap Kabupaten/Kota akan diikuti oleh menurunya konsumsi (Y) rata-rata
sebesar 0,0090244 persen. Penurunan konsumsi sebesar 0,0090244 persen
diakibatkan oleh menurunnya bantuan keuangan dari APBD Provinsi kepada tiap-
tiap desa, dimana hanya 1.724 desa yang mendapat bantuan APBD Provinsi dari
total 5.441 desa yang ada. Pemerintah provinsi Papua melalui Dinas Pemberdayaan

Masyarakat Kampung membenarkan, sekitar Rp.1,1 triliun dari total Rp.4,3 triliun
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dana desa 2017 yang di alokasikan bagi provinsi Papua, mesti dikembalikan ke kas
daerah karena tak bisa di serap.

Nilai B4 = 0,0627119 artinya apabila dana desa bersumber dari APBN (Xy),
alokasi dana desa (X2) dan bantuan keuangan dari APBD provinsi (X3) dianggap
konstan makameningkatnya bantuan keuangan dari APBD Kab/Kota (X4)
disetiap Kabupaten/Kota akan diikuti oleh menurunn konsumsi (Y)rata-rata
sebesar 0,0627119 persen. Penurunan konsumsi sebesar 0,0627119 diakibatkan
oleh menurunnya bantuan keuangan dari APBD Kabupaten/Kota kepada tiap-tiap
desa, dimana hanya 749 desa yang mendapat bantuan Pemerintah sedangkan 4.662
tidak mendapatkan bantuan. Menurut Kantor Wilayah Direktorat Perbendaharaan
Papua menyebutkan realisasi penyaluran dana desa tahun 2017 di Provinsi Papua,
hanya lima Kabupatenyang tersalur 100 persen dari 29 Kabupaten yang ada.

Hasil estimasi pemberdayaan ekonomi melalui bantuan keuangan dari APBD
Kab/Kota, bantuan keuangan dari APBD Provinsi, Alokasi Dana Desa dan Dana
Desa Bersumber dari APBN terhadap gini rasio menunjukkan bahwa besarnya nilai
Adjusted R square adalah sebesar -0,0176 ini berarti pengaruh variabel bantuan
keuangan dari APBD Kab/kota, bantuan keuangan dari APBD Provinsi, alokasi
dana desa dan dana desa bersumber dari APBN terhadap rasio gini sebesar -0,0176
sedangkan sisanya sebesar 0,9824 dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk
dalam model penelitian. Dari hasil yang di peroleh maka didapat persamaan regresi
sebagai berikut:

Y =0,2892868 — 0,0000684X1— 0,0000249X> + 0,00002583X3 + 0,00004659X4
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Nilai B1 = 0,0000684 artinya apabila apabila alokasi dana desa (X2),
bantuankeuangan dari APBD provinsi (X3), bantuan keuangan dari APBD
Kab/Kota (Xs) dianggap konstan maka meningkatnya dana desa bersumber
dari APBN (X1) disetiap Kabupaten/Kota akan diikuti oleh menurunnya gini rasio
(Y) rata-rata sebesar 0,0000684. Namun, menurut data Badan Pusat Statistik
Provinsi Papua pada periode September 2016 hingga maret 2018 terus berfluktuasi
secara tidak signifikan dan mencapai angka 0,384 pada maret 2018. Nilai B2 =
0,0000249 artinya apabila dana desa bersumber dari APBN (X1), bantuan keuangan
dari APBD provinsi (X3) dan bantuan keuangan dari APBD Kab/Kota (X4)
dianggap konstan maka meningkatnya alokasi dana desa (X2) disetiap
Kabupaaten/Kota akan diikuti oleh menurunnya gini rasio (Y) rata-rata sebesar
0,0000249. Menurut data BPS Papua untuk daerah perdesaan, gini rasio pada maret
2018 tercatat sebesar 0,384, turun 0,023 poin dibandingkan dengan kondisi
September 2017 yang sebesar 0,407 danmenurun sebesar 0,011 poin dari maret
2017 yang sebesar 0,395.

Nilai Bz = 0,0002583 artinya apabila dana desa bersumber dari APBN (X4),
alokasi dana desa (X2) dan bantuan keuangan dari APBDKab/Kota (X4) dianggap
konstan maka meningkatnya bantuan keuangan dari APBD provinsi (X3) disetiap
Kabupaten/Kota akan diikuti oleh meningkatnya gini rasio(Y) rata-rata sebesar
0,00002583. Naiknya angka rasio gini sebesar 0,00002583 poindisetiap
Kabupaten/Kota disebabkan oleh tidak tersalurnya bantuan keuangan dariAPBD
Provinsi secara merata di setiap desa yang ada. Nilai B4 = 0,00004659 artinya

apabila dana desa bersumber dari APBN (X1), alokasi dana desa (X2) dan bantuan
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keuangan dari APBD provinsi (X3) dianggap konstan maka meningkatnya bantuan
keuangan dari APBD Kab/Kota (X4) disetiap Kabupaten/Kota akan diikuti oleh
meningkatnya gini rasio(Y) rata-rata sebesar 0,00004659. Naiknya angka gini rasio
sebesar 0,00004659 poin disetiap Kabupaten/Kota disebabkan oleh tidak
tersalurnya bantuan keuangan dariAPBDKab/Kota secara merata di setiapdesayang
ada.

Hasil estimasi pemberdayaan infrastruktur melalui pembangunan sarana dan
prasarana serta pemberdayaan sosial terhadap difference konsumsi tahun 2016 —
2017 menunjukkan bahwa besarnya nilai adjusted r square adalah sebesar -0.0143
ini berarti pengaruh variabel pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan
sosial terhadap difference konsumsi sebesar -1,43 persen sedangkan sisanyasebesar
98,57 persen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk dalam model
penelitian. Nilai Fniwng Sebesar 0,80 lebih kecil dari Franel S€besar 3,37 maka Ho
diterima yang berarti bahwa variabel Pembangunan Sarana dan Prasarana dan
Pemberdayaan sosial tidak berpengaruh secara simultan terhadap difference
konsumsi. Dari hasil yang diperoleh maka didapat persamaan regresi berikut:

Y =1,648615 + 0,0980506X1 - 0,0958995X>

Nilai B1 = 0,0980506 artinya apabila apabila Pemberdayaan (X2) dianggap
konstan maka meningkatnya Pembangunan Sarana dan Prasarana (Xi) disetiap
Kabupaten dan Kota (Y), maka akan diikuti oleh meningkatnya selisih konsumsi
sebesar 0,0980506 persen. Meningkatnya difference konsumsi rata-rata sebesar
0,0980506 disebabkan oleh pembangunan sarana dan prasarana yang sudahmulai

membaik di setiap Kabupaten dan hanya 8 Kabupaten yangmengalami penurunan

2594



E-JURNAL EKONOMI PEMBANGUNAN UNIVERSITAS UDAYANA Vol. 10 No 6 JUNI

konsumsi dari 29 Kabupaten/Kota. Nilai B2 = 0,0958995 artinya apabila apabila
Pembangunan Sarana dan Prasarana (X1) dianggap konstan maka meningkatnya
Pemberdayaan (X) disetiap Kabupaten dan Kota (Y), maka akan diikuti oleh
menurunnya difference konsumsi sebesar 0,0958995 persen. Menurunya difference
konsumsi rata-rata sebesar 0,0958995 diakibatkan oleh program pemberdayaan
yang masi belum tersalurkan secara merata disetiap kampung.

Hasil estimasi pemberdayaan infrastruktur melalui pembangunan sarana dan
prasarana serta pemberdayaan sosial terhadap difference kemiskinan tahun 2016 —
2017 menunjukkan bahwa besarnya nilai Adjusted R square adalah sebesar 0,0716
ini berarti pengaruh variabel Pembangunan Sarana dan Prasarana dan
Pemberdayaan sosial terhadap difference kemiskinan sebesar 7,16 persen
sedangkan sisanyasebesar 92,84 persen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak
masuk dalam model penelitian. Hasil menunjukkan nilai Friung Sebesar 2,08 lebih
kecil dari Fubel sebesar 3,37 maka Ho diterima yang berarti bahwa variabel
Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan sosial tidak berpengaruh
secara simultan terhadap difference kemiskinan. Dari hasil yang diperolehmaka
didapat persamaan regresi sebagai berikut:

Y =0,4253401 - 0,0094449X; + 0,0079983X>
Nilai 1 = 0,0094449 artinya apabila apabila Pemberdayaan (X2) dianggap

konstanmaka meningkatnya Pembangunan Sarana dan Prasarana (X1) disetiap
Kabupaten dan Kota (Y), maka akan diikuti oleh menurunnya difference
kemiskinan sebesar 0,0094449 persen. Namun, Hasil Survei SosialEkonomi

Nasional (Susenas) pada maret 2018 menunjukan jumlah pendudukmiskin di Papua
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sebesar 917,63 ribu orang, meningkat bila dibandingkandengan kondisi pada maret
2017 sebesar 897,69 ribu orang. Nilai B2 = 0,0079983 artinya apabila Pembangunan
Sarana dan Prasarana(X1) dianggap konstan maka meningkatnya Pemberdayaan
(X2) disetiap Kabupaten dan Kota (Y), maka akan diikuti oleh meningkatnya
difference kemiskinan sebesar 0,0079983 persen. Fenomena kemiskinan di Papua
adalah tingginya disparitas antara kota dan pedalaman hal ini dikarenakan
wilayah pedalaman di Papua sangat minim infrastruktur baik pendidikan
maupun kesehatan.

Hasil analisis dalam penelitian ini mendukung hasil penelitian Etavianti
(2014) yang menyatakan bahwa pengeluaran konsumsi rumah tangga dipengaruhi
secara signifikan oleh pertumbuhan ekonomi sehingga pemerintah diharapkan terus
menggerakkan sektor-sektor produktif, memperluas lapangan kerja dan
menciptakan iklim berusaha yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat
yang pada akhirnya akan meningkatkan konsumsi masyarakat. Fidayetti dan
Ardianto (2011) juga menyatakan bahwa banyak faktor yang mempengaruhi
besarnya pengeluaran konsumsi rumah tangga diantaranya terdiri dari faktor
ekonomi (seperti pendapatan rumah tangga, kekayaan rumah tangga dan tingkat
bunga), faktor demografi atau kependudukan, dan faktor non ekonomi (seperti
faktor sosial-budaya masyarakat). Hasil tersebut mengindikasikan bahwa
pemberdayaan perekonomian dan pemberdayaan sosial dari pemerintah dapat
mempengaruhi pengeluaran konsumsi rumah tangga. Penelitian serupa oleh
Badriyah (2016) juga menyatakan bahwa pengeluaran konsumsi rumah tangga

bukan hanya dapat dipengaruhi oleh pembangunan ekonomi, namun juga

2596



E-JURNAL EKONOMI PEMBANGUNAN UNIVERSITAS UDAYANA Vol. 10 No 6 JUNI

dipengaruhi pembangunan sosial. Selanjutnya pada penelitian Arniana (2017)
menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur yang mendorong perputaran
ekonomi dapat mendorong laju pengeluaran konsumsi rumah tangga. Hasil
penelitian ini juga mendukung penelitian Edward (2019), Peter (2020), dan
Rosengard (2020) yang menyatakan bahwa ada pengaruh program pemberdayaan

masyarakat terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan hasil pembahasan yang telah
dilakukan, maka disimpulkan bahwa program pemberdayaan ekonomi melalui
bantuan keuangan dari APBD Kab/kota, bantuan keuangan dari APBD Provinsi,
alokasi dana desa dan dana desa bersumber dari APBN secara simultan tidak
mempunyai pengruh nyata terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga. Hasil
analisis juga menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi melalui bantuan
keuangan dari APBD Kab/Kota, bantuan keuangan dari APBD Provinsi, alokasi
dana desa dan dana desa bersumber dari APBN secara simultan tidak mempunyai
pengaruh nyata terhadap gini rasio. Pemberdayaan infrastruktur melalui
pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan sosial secara simultan tidak
mempunyai pengaruh nyata terhadap difference konsumsitahun 2016 — 2017. Hasil
estimasi pemberdayaan infrastruktur melalui pembangunan sarana dan prasarana
serta pemberdayaan sosial secara simultan tidak mempunyai pengaruh terhadap

difference kemiskinan tahun 2016 — 2017
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Berdasarkan hasil analisis disarankan kepada pemerintah provinsi Papua
agar memperhatikan peningkatan pemerataan distribusi pendapatan dan
menetapkan kebijakan sehingga mampu menekan kemiskinan dan tercipta
pemerataan distribusi pendapatan disetiap Kabupaten/kota di Provinsi Papua.
Kemudian disarankan kepada pemerintah Kabupaten/kota di Provinsi Papua
untuk memaksimalkan pengalokasian anggaran untuk kepentingan blanja
pembangunan dibandingkan belanja rutin dan pengalokasiannya harus diawasi
sehingga tepat sasaran dalam meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur

penunjang komponen kesejahteraan.
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